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BAB V 

Kesimpulan dan saran 

Praktik penukaran reward points  dengan dengan undian saat ini 

sebenarnya adalah kegiatan yang cukup umum ditemui di Indonesia. Pada 

dasarnya harus diakui bahwa kegiatan tersebut secara umum adalah suatu kegiatan 

promosi dan pada umumnya baik penyelenggara maupun peserta kegiatan tersebut 

tidak ada niat ataupun maksud untuk melanggar hukum positif di Indonesia. Akan 

tetapi karena praktik penukaran reward points dengan undian merupakan suatu 

jenis kegiatan yang relatif baru di Indonesia, kegiatan tersebut belum memiliki 

aturan yang jelas sehingga dapat terjadi suatu masalah dari sisi hukum. Karena 

tidak ada aturan yang jelas dan secara tegas mengatur kegiatan tersebut , maka 

kegiatan tersebut tidak memiliki payung hukum yang melindungi penyelenggara 

maupun peserta.  

Karena praktik penukaran reward points  dengan dengan undian saat ini 

menjadi kegiatan yang umum dilakukan di indonesia namun belum memiliki 

aturan yang jelas, Penulis tertarik meniliti aspek hukum dalam kegiatan tersebut 

terutama dari sisi hukum pidana. Penulis berpendapat penelitian ini perlu 

dilakukan mengingat kegiatan tersebut saat ini merupakan praktik yang umum 

dilakukan namun tidak ada aturan hukum yang secara tegas mengaturnya 

sehingga agar penyelenggara maupun peserta tidak dirugikan maka dibutuhkan 

kepastian hukum. Dalam penelitian ini, penulis secara spesifik meneliti dari sisi 

hukum pidana terutama dalam hubungan kegiatan ini dengan perjudian.  Dalam 

penelitian ini peneliti menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah penyelenggara kegiatan penukaran reward points dengan undian 

dapat dianggap melanggar hukum pidana perjudian ? 
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2. Apakah hadiah yang diterima peserta kegiatan penukaran reward points 

dengan undian dapat disita apabila kegiatan tersebut dapat dianggap 

sebagai perjudian? 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, identifiksi masalah yang 

menjadi dasar penelitian ini dapat dijawab dengan kesimpulan berikut ini: 

Jawaban Atas Identifikasi Masalah 1 

Dalam penelitian ini, penulis mengaitkan beberapa ketentuan pidana positif di 

Indonesia yang dinilai dapat dikaitkan dengan kegiatan penukaran reward points 

dengan undian , yaitu: 

1. pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian 

3. Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian 

4. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban 

perjudian 

Dari beberapa peraturan tersebut, definisi judi menurut hukum Indonesia saat 

ini dapat disimpulkan sebagai 

 Tindakan permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung 

pada peruntungan belaka. Jadi dalam permainan tersebut kemungkinan 

seseorang memenangkan permainan itu hanya bergantung nasib atau 

kebetulan saja, misalnya ketika seseorang bermain blackjack. 

 Pertaruhan atas keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak 

dilakukan pihak yang tidak turut serta maupun ikut melakukan perlombaan 

atau permainan tersebut. Contoh yang cukup populer dari judi jenis ini 

adalah judi bola. 

 Pertaruhan lainnya yang tidak memiliki batasan limitatif. Dari kalimat 

tersebut , maka menurut KUHP segala jenis pertaruhan dengan cara 

apapun dan dimanapun dapat dikategorikan sebagai judi. 
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Jadi, dari beberapa definisi mengenai judi tersebut, dapat dilihat ada beberapa 

unsur utama yang terdapat dalam suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan 

sebagai judi. Unsur-unsur tersebut adalah: 

1. Adanya hal atau benda  yang dipertaruhkan. 

2. Adanya sifat untung-untungan 

3. Adanya keuntungan atau hadiah yang didapatkan oleh peserta. 

Dari unsur unsur yang sudah disebutkan tersebut, maka sebenarnya 

kegiatan penukaran reward points dengan undian dapat dikatakan sudah 

memenuhi unsur tersebut sehingga sebenarnya dapat dikualifikasikan sebagai judi 

menurut KUHP. 

Mengingat dalam menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1981 tentang 

Pelaksanaan Penertiban Perjudian judi adalah kejahatan dan izin judi sama sekali 

tidak diperbolehkan, maka secara hukum yang berlaku saat ini, kegiatan 

penukaran penukaran reward points dengan undian dapat dianggap sebagai 

kejahatan dan kegiatan tersebut tidak boleh mendapat izin. 

Dengan melihat beberapa hal tersebut, maka sebenarnya penyelengara 

dapat dianggap melanggar hukum pidana perjudian karena penyelenggara dapat 

dianggap memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi 

sehingga melanggar pasal 303 ayat 1 (1) poin 2 yang berbunyi: ” dengan sengaja 

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain 

judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak 

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau 

dipenuhinya sesuatu tata-cara” 

Karena beberapa hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum 

yang berlaku di Indonesia saat ini penyelenggara kegiatan penukaran reward 

points dengan undian dapat dianggap melanggar hukum pidana perjudian.  

Jawaban Atas Identifikasi Masalah 2 
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Aturan mengenai penyitaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana yaitu dalam: 

1. Pasal 1 angka 16 KUHAP, 

2.  Pasal 38 s/d 46 KUHAP,  

3. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP,  

4. Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP. 

Dari aturan-aturan tersebut, dapat dikatakan upaya penyitaan adalah suatu 

tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang 

yang diduga merupakan hasil kejahatan atau merupakan  alat untuk melakukan 

kejahatan.  

Apabila dikaitkan dengan penyitaan barang yang didapatkan oleh pemenang 

acara penukaran reward points  dengan undian,  barang atau objek yang 

didapatkan oleh pemenang tersebut sebenarnya dapat disita. Hal ini disebabkan 

oleh barang atau objek yang didapatkan tersebut pada dasarnya  benda tersebut 

dapat dikategorikan sebagai benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana 

perjudian dan benda tersebut digunakan oleh penyelenggara untuk 

menyelenggarakan suatu tindak pidana perjudian.  Hal tersebut sesuai dengan 

ketentuan di pasal 39 KUHAP poin 1 dan 4 

Akan tetapi, apabila melihat tujuan dari penyitaan yaitu untuk kepentingan 

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan maka penyitaan tersebut 

dapat dilakukan apabila kasus penukaran reward points dengan undian sudah 

masuk dalam tahap penyidikan.  Perlu dicermati bahwa  apabila terjadi penyitaan , 

hadiah yang diterima oleh pemenang sebenarnya tetap menjadi milik pemenang 

namun diambil alih atau disimpan dibawah kekuasaan penyidik.  Apabila perkara 

sudah diputus, maka hadiah berupa benda  yang dikenakan penyitaan 

dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan 

tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, 

untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi 
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atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 

lain.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa hadiah yang diterima peserta kegiatan 

penukaran reward points dengan undian dapat disita mengingat kegiatan tersebut 

dapat dikategorikan sebagai perjudian.  

Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian ini, karena menurut hukum pidana yang berlaku 

saat ini definisi judi sangatlah luas dan tidak memiliki batasan yang jelas, 

maka penukaran reward points dengan undian dapat dianggap sebagai 

perjudian 

 Karena penukaran reward points dengan undian dapat dianggap sebagai 

perjudian maka penyelenggara kegiatan tersebut sesuai dengan hukum di 

Indonesia dapat dianggap menyelenggarakan judi dan bisa dipidana. 

 Karena penukaran reward points dengan undian dapat dianggap sebagai 

perjudian maka hadiah yang diterima peserta kegiatan penukaran reward 

points dengan undian dapat disita baik untuk kepentingan pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan ataupun juga sebagai pidana 

tambahan 

Saran 

1. Diperlukan aturan yang secara spesifik mengatur kegiatan promosi seperti 

ini. 

2. Aturan mengenai judi butuh batasan yang jelas karena saat ini aturan 

mengenai judi bersifat sangat luas namun juga sangat kaku sehingga 

sangat mungkin merugikan banyak pihak 

3. Diperlukan definisi yang lebih spesifik mengenai perbuatan yang dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian di Indonesia. 
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4. Diperlukan pembaharuan hukum Indonesia karena banyak hukum di 

Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan realitas dan kondisi masyarakat 

Indonesia saat ini 
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